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[ KATA PENGANTAR ]

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya buku berjudul Informatika dan Hukum di Era Digital (Teknologi,
Regulasi, dan Tantangan Multidisipliner) ini dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons atas perkembangan teknologi
digital yang semakin pesat dan membawa perubahan signifikan dalam
berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang informatika dan hukum.

Transformasi digital telah melahirkan berbagai inovasi teknologi seperti
sistem informasi, big data, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga platform
digital yang tidak hanya memberikan manfaat besar, tetapi juga
memunculkan tantangan hukum, etika, dan regulasi yang kompleks. Oleh
karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan multidisipliner
agar perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum,
perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan sosial.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran konseptual dan praktis
mengenai keterkaitan antara informatika dan hukum di era digital, mulai dari
aspek teknologi, regulasi, penegakan hukum, hingga tantangan global di
masa depan. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa,
dosen, peneliti, praktisi, serta para pemangku kepentingan yang
berkepentingan terhadap isu teknologi dan hukum.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi
penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini
dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
serta menjadi bahan pemikiran dalam menghadapi dinamika teknologi dan
hukum di era digital.

Karawang, Juni 2026

Penulis
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BAB

TRANSFORMASI DIGITAL DAN
PERKEMBANGAN INFORMATIKA

Bab ini mengawali pembahasan dengan menempatkan transformasi
digital sebagai fenomena besar yang membentuk ulang cara manusia bekerja,
berinteraksi, dan mengambil keputusan. Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi telah mendorong perubahan mendasar pada hampir seluruh
sektor kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga
sistem hukum. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan
penggunaan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir,

proses, dan budaya dalam memanfaatkan teknologi secara strategis.

N =

Gambar 1.1. Transformasi digital
Sumber: Azhar (2026)



BAB

SISTEM INFORMASI DAN
INFRASTRUKTUR DIGITAL

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam cara
organisasi dan masyarakat mengelola informasi. Informasi tidak lagi
dipandang sekadar sebagai data pendukung aktivitas, melainkan sebagai aset
strategis yang menentukan efektivitas pengambilan keputusan. Dalam
konteks ini, sistem informasi dan infrastruktur digital menjadi elemen
fundamental yang menopang berbagai aktivitas modern, baik di sektor publik
maupun privat. Sistem informasi hadir sebagai sarana untuk mengolah,
menyimpan, dan mendistribusikan informasi secara terstruktur dan
terintegrasi. Keberadaannya memungkinkan proses kerja berlangsung lebih
efisien, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Seiring meningkatnya
kompleksitas kebutuhan organisasi, sistem informasi berkembang dari
aplikasi sederhana menjadi sistem terpadu yang mampu menghubungkan
berbagai fungsi dan unit kerja dalam satu kesatuan proses.

Di balik sistem informasi yang berjalan efektif, terdapat infrastruktur
digital yang menjadi fondasi teknisnya. Infrastruktur ini mencakup perangkat
keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya pendukung lainnya yang
memungkinkan sistem beroperasi secara andal. Kualitas dan kesiapan
infrastruktur digital sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem
informasi, terutama dalam menghadapi tuntutan kecepatan, keamanan, dan
skalabilitas.



BAB

BIG DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DAN
MACHINE LEARNING

A. KONSEP DAN KARAKTERISTIK BIG DATA
1. Sejarah Big Data

Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar,
baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah
digunakan dalam dunia bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin
utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big
Data tentunya mampu untuk dianalisis sebagai penambah wawasan yang

mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik.

—-BIG DATA-
TL PR ES

Value Veracity Visualization Variety Velocity Virality

Gambar 3.1. Teknologi Big Data
Sumber: diadaptasi dari Mikalef et al., (2022); Marjani et al., (2023); Zhang et al., (2022)
(Sumber: https://www.tcgdigital.com/)

Meskipun begitu, Big Data tidak menghiraukan ukuran data, jenis data,
atau kecepatan pemrosesannya dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak

berharga kecuali jika penggunanya dapat melakukan kegiatan yang mampu


https://www.tcgdigital.com/

BAB

KEAMANAN SIBER DAN
PERLINDUNGAN SISTEM INFORMASI

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam
cara data diciptakan, disimpan, dan dipertukarkan. Sistem informasi kini
menjadi tulang punggung hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari
layanan publik, sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur
strategis negara. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem digital ini
menjadikan keamanan siber sebagai isu yang tidak lagi bersifat teknis semata,
melainkan juga strategis dan multidimensional. Gangguan kecil pada sistem
informasi dapat berdampak luas terhadap stabilitas organisasi maupun
kepercayaan publik.

Di tengah percepatan transformasi digital, ancaman siber berkembang
seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Serangan tidak lagi terbatas
pada perusakan sistem, tetapi juga mencakup pencurian data, manipulasi
informasi, spionase digital, dan pemerasan berbasis data. Karakter ancaman
yang semakin kompleks dan terorganisir menuntut pendekatan keamanan
yang lebih menyeluruh, melampaui penggunaan perangkat lunak pengaman
konvensional. Keamanan siber harus dipahami sebagai proses berkelanjutan
yang melibatkan manusia, teknologi, dan kebijakan.

Bab ini menempatkan keamanan siber sebagai fondasi utama dalam
pengelolaan sistem informasi modern. Perlindungan terhadap data dan

sistem tidak hanya bertujuan mencegah kerugian teknis atau finansial, tetapi



BAB

TEKNOLOGI DIGITAL DALAM
LAYANAN PUBLIK DAN BISNIS

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar
dalam cara layanan publik dan aktivitas bisnis dijalankan. Digitalisasi tidak
lagi dipahami sebagai sekadar penggunaan perangkat teknologi, melainkan
sebagai perubahan menyeluruh terhadap pola kerja, mekanisme pelayanan,
serta relasi antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam konteks ini,
teknologi digital berperan sebagai katalis yang mendorong efisiensi,
transparansi, dan kecepatan, sekaligus menuntut penyesuaian struktural dan
kultural dalam organisasi publik maupun sektor bisnis.

Di sektor layanan publik, teknologi digital membuka peluang untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Proses administrasi
yang sebelumnya rumit dan memakan waktu dapat disederhanakan melalui
sistem elektronik yang terintegrasi. Digitalisasi layanan publik juga
mengubah posisi masyarakat dari sekadar objek layanan menjadi pengguna
aktif yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan, kemudahan akses,
dan akuntabilitas. Perubahan ini mendorong instansi publik untuk tidak
hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga menata ulang proses kerja dan pola
pengambilan keputusan.

Sementara itu, di dunia bisnis, teknologi digital menjadi faktor penentu
daya saing. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal

cenderung lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen.



BAB

TEKNOLOGI DAN INOVASI
INFORMATIKA LANJUTAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa
perubahan besar terhadap cara organisasi dan individu mengelola aktivitas,
sumber daya, serta pengambilan keputusan. Transformasi digital yang
berlangsung dalam berbagai sektor menuntut adanya sistem yang tidak
hanya andal secara teknis, tetapi juga mampu menjamin keamanan, efisiensi,
dan keberlanjutan operasional. Dalam situasi ini, perhatian terhadap tata
kelola, pengelolaan risiko, dan pemanfaatan teknologi secara strategis
menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari praktik organisasi modern.

Kemajuan teknologi digital telah memperluas ruang interaksi dan
pertukaran data dalam skala yang sangat besar. Sistem informasi tidak lagi
berdiri sebagai alat bantu administratif, melainkan berfungsi sebagai tulang
punggung proses bisnis dan layanan publik. Ketergantungan yang tinggi
terhadap sistem digital membuat setiap gangguan, kesalahan, atau
penyalahgunaan teknologi berpotensi menimbulkan dampak yang luas, baik
dari sisi operasional maupun reputasi organisasi.

Di sisi lain, kompleksitas lingkungan digital menghadirkan tantangan
baru yang bersifat multidimensional. Risiko teknologi tidak hanya berasal
dari faktor teknis, tetapi juga dari aspek manusia, kebijakan, serta dinamika
eksternal yang terus berubah. Pengelolaan sistem digital memerlukan

pendekatan yang komprehensif, mencakup perencanaan, pengawasan, serta



BAB

PENGANTAR HUKUM
TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar
dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan membangun relasi sosial.
Aktivitas yang sebelumnya berlangsung secara fisik kini berpindah ke ruang
digital yang bersifat tanpa batas wilayah dan waktu. Perubahan ini tidak
hanya berdampak pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan
konsekuensi hukum yang kompleks. Ruang digital menghadirkan pola
hubungan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh kerangka
hukum konvensional.

Hukum pada dasarnya dibangun untuk mengatur perilaku manusia
dalam konteks sosial yang nyata dan teritorial. Ketika aktivitas berpindah ke
dunia digital, batas-batas yurisdiksi menjadi kabur dan subjek hukum tidak
selalu mudah diidentifikasi. Teknologi informasi menciptakan ruang interaksi
yang memungkinkan satu tindakan berdampak lintas daerah, bahkan lintas
negara, dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini menuntut penyesuaian
cara pandang hukum terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi informasi melahirkan berbagai
bentuk hubungan hukum baru. Transaksi elektronik, pertukaran data digital,
penggunaan platform daring, serta pemrosesan informasi secara otomatis
menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hubungan-hubungan tersebut

membawa hak dan kewajiban yang perlu dilindungi secara hukum agar



BAB

PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DAN PRIVASI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah
mengubah data menjadi elemen fundamental dalam kehidupan modern.
Hampir setiap aktivitas manusia kini terhubung dengan sistem informasi
yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah besar.
Mulai dari aktivitas komunikasi, transaksi ekonomi, layanan pendidikan,
kesehatan, hingga administrasi pemerintahan, seluruhnya bergantung pada
data sebagai sumber utama pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, data
pribadi tidak lagi dipandang sebagai informasi pasif, melainkan sebagai
representasi identitas individu di ruang digital yang terus berkembang.

Transformasi tersebut membawa implikasi yang luas terhadap konsep
privasi. Jika pada masa lalu privasi lebih banyak dipahami sebagai
perlindungan atas ruang fisik dan informasi personal yang terbatas, maka di
era digital privasi mengalami perluasan makna. Privasi mencakup hak
individu untuk mengetahui, mengendalikan, dan menentukan bagaimana
data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Tantangan
muncul ketika teknologi memungkinkan pengolahan data dilakukan secara
otomatis, masif, dan lintas batas wilayah, sehingga kendali individu terhadap

data pribadinya menjadi semakin terbatas.



BAB

TINDAK PIDANA SIBER
DAN PENEGAKAN HUKUM DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar
dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan membangun relasi sosial.
Ruang digital kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
sehari-hari, baik dalam aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan,
maupun komunikasi personal. Namun, seiring dengan meluasnya
pemanfaatan teknologi digital, muncul pula berbagai bentuk penyimpangan
dan kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana, target,
maupun lingkungan terjadinya tindak pidana. Fenomena ini melahirkan apa
yang dikenal sebagai tindak pidana siber.

Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan
konvensional. Tindak pidana ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu,
serta sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada di yurisdiksi
yang berbeda. Anonimitas, kecepatan, dan kompleksitas teknologi menjadi
faktor yang mempersulit proses identifikasi pelaku serta pembuktian
peristiwa pidana. Dalam banyak kasus, kejahatan siber tidak hanya
menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keamanan data,
stabilitas sistem digital, dan kepercayaan publik terhadap teknologi.

Dalam konteks negara hukum, perkembangan tindak pidana siber
menuntut adanya respons yang adaptif dari sistem hukum. Hukum pidana

tidak lagi hanya berfokus pada perbuatan fisik di dunia nyata, melainkan
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KONTRAK ELEKTRONIK
DAN TRANSAKSI DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan fundamental dalam cara individu, organisasi, dan perusahaan
melakukan interaksi bisnis. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah
transformasi metode kontrak dan transaksi dari bentuk tradisional berbasis
dokumen fisik menjadi format digital yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel.
Kontrak elektronik dan transaksi digital kini menjadi tulang punggung
berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan daring, layanan
keuangan digital, hingga transaksi lintas negara. Fenomena ini membuka
peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang kompleks,
karena dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan sistem transaksi online
memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan
keabsahan, keamanan, dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Kontrak elektronik sendiri merupakan perjanjian hukum yang dibuat,
dikirim, dan disimpan dalam bentuk digital, sehingga memungkinkan proses
negosiasi, persetujuan, dan eksekusi dilakukan secara elektronik. Legalitas
kontrak elektronik ini menjadi isu penting karena, meskipun prinsip-prinsip
dasar kontrak tradisional tetap berlaku, ada sejumlah aspek teknis dan
regulasi yang harus diperhatikan agar kontrak digital dapat diterima di mata
hukum. Perubahan ini juga memunculkan berbagai mekanisme baru, seperti

tanda tangan elektronik, sertifikat digital, enkripsi data, dan sistem
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG TEKNOLOGI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan fondasi penting dalam
mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan teknologi di era digital.
HKI meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang
yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan
inovasi teknologi. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi, perangkat
lunak, aplikasi, dan berbagai produk digital telah meningkat secara
eksponensial, sehingga perlindungan terhadap HKI menjadi semakin krusial.
Produk digital dan karya kreatif berbasis teknologi, seperti software, algoritma,
konten multimedia, aplikasi mobile, dan platform digital, memiliki nilai
ekonomi yang tinggi. Dengan perlindungan HKI yang efektif, para inovator
dan pengembang teknologi dapat memastikan hasil karya mereka tidak
disalahgunakan, dipalsukan, atau diakses tanpa izin, sekaligus mendapatkan
insentif untuk terus berinovasi.

Era digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem HKI tradisional.
Dulu, perlindungan HKI banyak fokus pada produk fisik, buku, atau karya
seni. Namun kini, dengan adanya distribusi digital, cloud computing, open-
source software, blockchain, dan perdagangan elektronik, batasan antara
penggunaan sah dan pelanggaran HKI menjadi semakin kompleks. Misalnya,
software yang dibagikan secara online dapat diunduh jutaan kali dalam

hitungan menit, sementara hak cipta tradisional sulit diterapkan dalam skala
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REGULASI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DAN ETIKA TEKNOLOGI

Bab 12 membahas secara mendalam mengenai regulasi, etika, dan aspek
hukum yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan Artificial
Intelligence (Al). Perkembangan teknologi Al dalam beberapa dekade terakhir
telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan. Al
kini tidak hanya hadir dalam bentuk aplikasi sederhana seperti asisten virtual
dan rekomendasi konten, tetapi juga mencakup sistem kompleks yang
mampu belajar, mengambil keputusan, dan memprediksi pola perilaku
manusia. Dengan kemampuan tersebut, Al menawarkan manfaat yang sangat
luas, mulai dari efisiensi operasional dalam industri hingga inovasi di bidang
kesehatan, transportasi, keuangan, dan pendidikan. Namun, seiring dengan
potensinya yang besar, Al juga menghadirkan tantangan serius terkait
regulasi, etika, dan tanggung jawab hukum.

Dalam konteks regulasi, Al menimbulkan dilema yang kompleks karena
sistem ini seringkali bersifat otonom dan mampu mengambil keputusan tanpa
keterlibatan langsung manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang
siapa yang bertanggung jawab apabila keputusan yang dihasilkan AI
menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, atau dampak negatif lainnya.
Misalnya, pada kendaraan otonom, kecelakaan yang melibatkan mobil yang
dikendalikan AI menimbulkan perdebatan mengenai pihak yang harus

bertanggung jawab, apakah produsen kendaraan, pengembang perangkat
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HUKUM PLATFORM
DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

Aspek hukum yang berkaitan dengan platform digital dan media sosial,
dua elemen yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-
hari masyarakat modern. Platform digital mencakup berbagai layanan daring
yang memungkinkan interaksi, transaksi, dan pertukaran informasi antara
pengguna, baik dalam skala lokal maupun global. Media sosial, sebagai salah
satu bentuk platform digital yang paling populer, tidak hanya menjadi sarana
komunikasi dan hiburan, tetapi juga memegang peran strategis dalam
penyebaran informasi, kampanye politik, pemasaran, serta aktivitas sosial-
ekonomi lainnya. Pertumbuhan pesat platform digital dan media sosial
menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, mulai dari perlindungan
data pribadi, hak kekayaan intelektual, hingga pengaturan konten dan
tanggung jawab penyedia platform.

Pengaturan hukum terhadap platform digital dan media sosial menjadi
sangat penting karena dampaknya terhadap masyarakat luas. Interaksi di
platform ini dapat melibatkan jutaan pengguna secara bersamaan, sehingga
potensi risiko hukum, penyebaran konten ilegal, atau pelanggaran hak pihak
ketiga menjadi tinggi. Selain itu, sifat platform yang lintas batas negara
menimbulkan masalah yurisdiksi, di mana aturan hukum satu negara

mungkin tidak sepenuhnya berlaku di negara lain. Regulasi yang ada harus
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PENYELESAIAN
SENGKETA DI RUANG DIGITAL

Aspek krusial dalam dunia digital yang kerap menjadi sumber konflik
atau perselisihan dibahas, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme
penyelesaian sengketa di ruang digital. Dengan semakin meluasnya
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi digital antara
individu, organisasi, dan lembaga pemerintah kian kompleks. Hal ini
memunculkan peluang sekaligus risiko terkait konflik hukum dan perdata,
mulai dari sengketa kontrak elektronik, pelanggaran hak kekayaan intelektual,
pencemaran nama baik, hingga penipuan dan transaksi digital yang
bermasalah. Sengketa digital memiliki karakteristik unik karena sifatnya yang
lintas batas, berbasis elektronik, dan sering melibatkan pihak yang berada di
yurisdiksi berbeda. Kondisi ini menuntut mekanisme penyelesaian yang
adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika teknologi.

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa digital adalah
membedakan antara bukti konvensional dan bukti elektronik. Data digital
memiliki sifat mudah diubah, disalin, atau dimanipulasi sehingga
membutuhkan standar autentikasi dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu,
pengaturan hukum mengenai alat bukti elektronik, termasuk validitas tanda
tangan digital, log transaksi, metadata, dan rekaman komunikasi digital,
menjadi sangat penting dalam memastikan proses hukum yang adil. Regulasi

modern semakin menekankan pada penerimaan dan penggunaan bukti
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TANTANGAN MULTIDISIPLINER
INFORMATIKA DAN HUKUM
DI MASA DEPAN

Tantangan yang semakin kompleks muncul di persimpangan antara
informatika dan hukum, terutama dalam konteks perkembangan teknologi
digital yang pesat. Seiring dengan meluasnya penetrasi teknologi informasi di
berbagai sektor kehidupan, mulai dari pemerintahan, bisnis, pendidikan,
hingga aktivitas sosial, interaksi antara sistem digital dan kerangka hukum
tradisional menjadi semakin intensif dan multidimensional. Fenomena ini
menimbulkan kebutuhan untuk memahami konvergensi antara bidang
teknologi dan hukum, di mana kedua disiplin saling memengaruhi dan
membentuk regulasi serta praktik yang adaptif terhadap inovasi digital.

Dalam beberapa dekade terakhir, informatika telah mengubah cara
manusia berkomunikasi, bertransaksi, dan berinteraksi secara sosial. Data
yang dihasilkan dari aktivitas digital telah menjadi aset bernilai tinggi yang
memerlukan perlindungan hukum. Misalnya, penggunaan algoritma dalam
pengambilan keputusan bisnis, kecerdasan buatan dalam sistem layanan
publik, dan platform digital untuk perdagangan dan pendidikan, semuanya
menuntut adanya kerangka hukum yang mampu mengakomodasi perubahan

cepat teknologi. Hukum konvensional, yang sebelumnya fokus pada
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perumusan arah kebijakan dan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan
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